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PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PAJAK 
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 7 ayat (9), Pasal 17 ayat 
(5), Pasal 31 ayat (3) huruf c, Pasal 33 ayat (5), Pasal 61 ayat (5), Pasal 95 ayat (3), Pasal 
97 ayat (3), Pasal 99 ayat (4), Pasal 100 ayat (11), Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

 : - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 
Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 
Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan 
Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 9 Tahun 2023; 

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Pajak 
Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut diatur 
mengenai masa pajak dan tahun pajak; tata cara pemungutan pajak; pengaturan lain 
yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak;  

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2024. 
- Terhadap penandatanganan PPJB sebelum tanggal 1 Januari 2024 tidak dikenakan 

BPHTB. 
- Pengenaan sanksi administratif, denda, atau SKPDKBT yang ditetapkan sebelum 

Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan dibayarkannya sanksi administratif, 
denda, atau SKPDKBT dimaksud. 

- Kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data yang telah berjalan 
sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya 
jangka waktu perjanjian kerja sama tersebut. 

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 

Penerangan Jalan; 
b. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 

Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame; 

c. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan; 

d. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame; 

e. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 



Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 45 
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

f. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

g. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

h. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penagihan dan 
Pemeriksaan Pajak Daerah; 

i. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu berbasis online; 

j. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; 

k. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

l. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata cara Pemungutan Pajak 
Sarang Burung Walet; 

m. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 
Restoran; 

n. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 
Hiburan; 

o. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 
Hotel; 

p. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan; 

q. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan Terpadu berbasis online; 

r. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
- Lampiran 57 Hlm. 


